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KEPALA DESA BRAYUNG 
KABUPATEN MOJOKERTO

PERATURAN DESA BRAYUNG
NOMOR  2  TAHUN 2022

TENTANG
PEMANFAATAN ASET DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BRAYUNG,

	Menimbang
	:
	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa  bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk  meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa;
b. bahwa dalam rangka pengelolaan aset desa dan meningkatkan sumber pendapatan desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, dipandang perlu melakukan pemanfaatan aset Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan aset Desa;

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas


 Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kerjasama Desa;
10. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;



Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRAYUNG
dan 
KEPALA DESA BRAYUNG
MEMUTUSKAN:

	Menetapkan
	:
	PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA

	
	
	BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa Brayung adalah desa selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Wilayah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Brayung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.
5. Badan Permusyawaratan Desa Brayung yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakanwakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disetujui bersama BPD.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
9. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan /atau untuk kepentingan sosial.
10. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.
11. Sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalang uang tunai.
12. Warga Masyarakat adalah warga masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Brayung atau warga desa lainnya yang memerlukan pelayanan/jasa dari Pemerintah Desa Brayung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Maksud pemanfaatan untuk meningkatkan dan mengamankan   pengelolaan aset desa agar mempunyai nilai guna.
(2) Tujuan pemanfaatan aset desa dalam bentuk Tanah Kas Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
BAB III
LOKASI DAN LUAS
Pasal 3
(1) Tanah Kas Desa  yang dimanfaatkan berada di Desa Brayung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.
(2) Luas Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Daftar Tanah Aset Desa Brayung merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini.
(3) [bookmark: _GoBack]Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk Pertanian dan Perkebunan.
	


BAB IV
BENTUK PEMANFAATAN
Pasal 4
(1) Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dimanfaatkan untuk Pertanian dan Perkebunan. 
(2) Bentuk pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem sewa .
(3) Pelaksanakan sistem sewa dilaksanakan setiap tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan paling lama 3 (tiga) tahun. 
(4) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Badan Permusyawaran Desa (BPD).
(5) Pemanfaatan aset desa dengan bentuk sewa tidak merubah status kepemilikan aset desa.
Pasal 5
Pendapatan dari pengeloloaan aset desa digunakan oleh Pemerintahan Desa dan dimanfaatkan  sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Pasal 6
(1) Besasaran harga sewa aset desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2) Pendapatan dari hasil sewa aset desa merupakan pendapatan asli desa.
Pasal 7
(1) Pelaksanaan sewa dilakukan dengan surat perjanjian sewa – menyewa yang sekurang – kurangnya memuat :
a. para pihak yang terikat dalam 
   perjanjian;
b. obyek perjanjian sewa;
c. jenis, luas, besaran harga sewa dan   
   jangka waktu;
d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan sewlama jangka waktu sewa;
e. hak dan kewajiban para pihak;
f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(2) Calon penyewa mengajukan surat permohonan sewa kepada kepala desa.
(3) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) calon penyewa, kepala desa membentuk Panitia Lelang yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
(4) Panitia Lelang yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari minimal 3 (tiga) orang berasal dari Perangkat Desa, BPD, tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama 
(5) Kepala desa paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan sewa mengadakan musyawarah dengan BPD untuk menentukan harga sewa. 
(6) Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap permohonan dimaksud dan menyusun perjanjian sewa, selajutnya diteruskan kepada Kepala Desa untuk mendapat persetujuan.
(7) Penyewa membayar sewa kepada bendahara desa secara tunai untuk di setor ke rekening kas desa
Pasal 8
(1) Penyewa mengajukan permohonan perpanjangan sewa kepada pemerintah desa dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum batas waktu sewa habis; atau
(2) pemberitahuan dalam hal pengakhiran tidak memperpanjang sewa.
BAB V
TANGGUNGJAWAB DAN LARANGAN PENYEWA
Pasal 9
Penyewa bertanggung jawab terhadap :
a. pembayaran Pajak Tanah Kas Desa yang disewa;
b. menjaga batas Tanah Kas Desa sesuai keadaan yang sebenarnya; 
c. menjaga kebersihan dan kelancaran saluran irigasi;
Pasal 10
Penyewa dilarang :
a. memindahtangankan dan atau mengalihkan sewa tanah kepada pihak lain;
b. digunakan melakukan usaha selain Pertanian dan perkebunan .
c. merubah status hak kepemilikan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN SEWA
Pasal 11
(1) Pembayaran dilakukan oleh penyewa secara tunai di wilayah desa tempat pelayanan diberikan dan/atau di Kantor Desa.
(2) Penyewa yang telah membayar sewa diberikan tanda bukti setoran atau tanda bukti pembayaran sewa.
(3) Hasil pendapatan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening kas desa oleh bendahara paling lama
2 (dua) hari sejak diterimanya pembayaran sewa.
BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 10
(1) Kepala Desa melakukan pengawasan pengguaan aset desa yang dikelola oleh penyewa.
(2) Penyewa wajib memberikan akses kemudahan dan monitoring kepada Pemerintah Desa terhadap lokasi aset desa yang disewa. 





BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Brayung.



								  Ditetapkan di Brayung
							 Pada Tanggal   28  Juni  2022
								KEPALA DESA BRAYUNG
				       					
								                TTD         
    SUGENG SISWANTO	
Diundangkan di Brayung
Pada tanggal   28   Juni   2022
SEKRETARIS DESA BRAYUNG

          TTD
KHAFID ROMADHON
LEMBARAN DESA BRAYUNG TAHUN 2022  NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN DESA BRAYUNG        NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA
DAFTAR TANAH ASET DESA BRAYUNG 
	
NO
	
Keterangan
	
Luas
	
Nomer Persil ,Kelas Buku C

	1
	Ganjaran Petinggi /Kepala Desa
	8.040 ,6.860
	Nomor 3 Persil 71sb Kelas II 

	2
	Ganjaran carik 
	0,234
1.818
	Nomor 2 Persil 71 Sb Kelas II

	3
	Ganjaran Kepetengan 
	0,6550 0,622.0,630 0,762
	Nomor 4 Persil 23,24,65,65 Sb Kelas II

	4
	Ganjaran Kepetengan 
	0,960 , 0,705
	Nomor 5 Persil 68,68 Sb
Kelas II 

	5
	Gnajaran Kepetengan 
	0,815 , 0,640
	Nomor 6 Persil 66 Sb Kelas II

	6
	Ganjaran Kepetengan (Marjipan)
	
	Nomor 7 Persil 77 Sb Kelas III

	7
	Ganajran Kebayan (juri)
	1.056 , 0,603
	Nomor 8 Persil 77Sb Kelas III

	8
	Ganjaran Kebayan (rameli)
	0,992, 0,244 ,0,070
	Nomor 9 Persil 76 sb Kelas III

	9
	Ganjaran Mudin (kasbun)
	0,060, 0,682 , 0,100
	Nomor 10 Persil 71sb Kelas II

	10
	Ganjaran Mataulu 
	0,082, 0,552, 0,140, 0,200
	Nomor 11 Persil 21,22,77,72sb Kelas II

	11
	Tanah Bondo Deso Belahan
	4,730
	Nomor 12 Persil 77 78 dbd Kelas III

	
	Tanah Bondo DDeso Belahan (karangtaruna)
	0,200
	Nomor   Persil  78 dbd Kelas III
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